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PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Msa

- c’\/‘f \- &
Sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:

XXXXXXXXXX, lahir di Popayato, tanggal 12 Desember 1989, agama
Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang
Kosmetik, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, sebagai
Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Donggala, tanggal 20 April 1987, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja,
bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx Provinsi Sulawesi
Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 29 Januari 2024, dengan
register perkara nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
353/33/X11/2014, tertanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

kos-kosan di Kabupaten

I o' -ng anak yang bernama :

||

|

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Penggugat;

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

oTergugat sering keluar rumah bersama teman-teman Tergugat, dan
pulang telah ke rumah hingga tiga hari lamanya,namun Penggugat
tidak mengetahui alasan Tergugat sering keluar rumah, karena ketika
Penggugat menanyakan alasannya, Tergugat hanya mengatakan

bahwa itu bukanlah urusan Penggugat;

oTergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan bermain judi
online bersama teman-teman Tergugat, walaupun Penggugat sudah
berusaha bersabar dan meminta agar Tergugat berhenti bermain
judi,dan Tergugat meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi
kebiasaannya, namun berselang beberapa minggu, Tergugat
mengulangi kesalahannya bermain judi,sehingga Penggugat bosan

mengingatkan Tergugat

4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023, di mana Tergugat
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marah ketika Penggugat dan karyawan Penggugat ribut di rumah karena
urusan pekerjaan. sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxx Provinsi Sulawesi
Tengah sampai sekarang. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada
pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat
kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan percerian di Pengadilan
Agama Marisa, yang pertama mengajukan pada tahun 2021 dengan
perkara nomor : 293/Pdt.G/2021/PA.Msa. namun damai.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap

Penggugat (Xxxxx);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
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persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, sesuai dengan relaas nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 01 Februari
2024 & 12 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu alasan yang sabh;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan
Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
353/33/X11/2014, tanggal 29 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah,
telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-

masing bernama:

a. xXxxxxxxxxxx, lahir di Popayato, tanggal 03 Maret 1981, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Dusun , Desa Xxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam dan
telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat,

karena saksi adalah kakak dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di
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rumah bersama yang beralamat di Desa Xxxxx;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja,
Tergugat sering pergi keluar dengan teman-temannya, Tergugat
senang bermain judi online, saksi pernah melihat Tergugat
melakukan “top up” judi di aplikasi Dana dan pernah juga melihat
Tergugat bermain judi slot di “handphone”,

- Bahwa selain itu Tergugat juga sering mengancam akan

membunuh Penggugat agar mendapatkan uang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga suka menggadaikan

barang-barang milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak dari bulan Januari 2024, karena Tergugat pergi dari

rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak
sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. xxxxxx, lahir di Telaga, tanggal 27 Maret 2002, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun XxXXXXXXXXXXXX
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Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan
telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah karyawan dari Penggugat;

- Bahwa saksi sudah bekerja selama tiga tahun di toko

kosmetik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di

rumah bersama yang terletak di Desa XXxxx;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi
online, saksi mengetahuinya karena saksi yang membantu
Tergugat untuk melakukan “top up” di aplikasi Dana, Tergugat juga

suka meminta uang kepada Penggugat dam tidak mau bekerja;

- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah menggadaikan

motor dan handphone milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak dari bulan Januari 2024, karena Tergugat pergi dari
rumah meninggalkan Penggugat;
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- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak

sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap
sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di
persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai
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Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak

pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini
adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu
yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang
termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan
patut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil
gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Hakim dalam
hal ini tetap memerintahkahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-
dalil permohonannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) serta untuk
menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to
devorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Majelis Hakim telah
mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “Setiap
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orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiva
untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,
wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,” oleh
karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,
dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Desember 2014, dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan sampai saat ini keduanya
masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang
saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan
keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan
pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta
sebagai berikut:

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
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menikah pada tanggal 27 Desember 2014 dan telah dikaruniai dua orang
anak;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di tempat
kediaman bersama yang terletak di Desa Xxxxx;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat senang bermain
judi, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan tidak mau
bekerja dan Tergugat suka menggadaikan barang-barang milik
Penggugat;

o Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak dari bulan Januari 2024,
serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

o Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum
angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan
dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990
tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996
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nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan
siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan
mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi
terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018
menegaskan, bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken
marriage): “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama
dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri
lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal
menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat
dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator

yang secara nyata telah terbukti.”

Menimbang, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekadar tindakan
perdata, melainkan sebagai suatu ijab-kabul yang diberi rahmat oleh Allah Swt
yang mempunyai tujuan cinta kasih dan pernikahan juga sebagai sarana untuk
menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunah nabi. Dan hukum bagi yang
mempermainkan lembaga pernikahan sama saja artinya dengan

mempermainkan hukum Allah dan hal itu termasuk dosa besar;

Menimbang bahwa rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, cinta
dan kasih sayang tentunya adalah harapan atau impian setiap orang ketika
memutuskan untuk menikah, karena pada dasarnya perkawinan itu
dilaksanakan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan dilakukan untuk waktu
selamanya sebagai perintah agama, walaupun dalam kenyataannya hubungan
pernikahan atau rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus dan selalu baik.
Dalam kondisi bahtera rumah tangga menghadapi gelombang kemelut dan

cobaan yang berat hingga dalam keadaan tertentu, suami istri menghendaki
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putusnya perkawinan. Artinya, ketika tidak ada jalan keluar lagi dari masalah
yang sangat rumit, perceraian menjadi pilihan terakhir yang bisa diambil oleh
pasangan suami istri tersebut. Ibn Umar r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW.
pernah bersabda:
lTJ—} _ IE . -ILE | - 59— ﬁ,’-”’} o -
obo alll Jodoz JB :JB lagie Al Guos 522 o3l oF
< W - W - o- A
ol 8l55) SMadl alll 33¢ NI 2asSl @by ade alll
- T — o_ —
(@3] w5 o3 855, ST axkios, &30 S5, 3515

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah
ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih

menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)"

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, yang selaras dan relevan
dengan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Dalam hal
ini Majelis Hakim tidak menampik dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran yang
didalilkan oleh Penggugat. Namun demikian, Majelis Hakim menilai keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru berpisah selama 1 (satu)
bulan berdasarkan dari keterangan para saksi, masih dianggap ke dalam taraf
pertengkaran yang wajar terjadi antara suami-istri, hal yang mana biasa juga
terjadi dalam rumah tangga mana pun, apalagi Penggugat dan Tergugat baru
saja berpisah selama satu bulan sehingga masih ada kemungkinan keduanya
dapat didamaikan dan dirukunkan kembali seperti sedia kala dan jangan
sampai keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat didasarkan
kepada adanya keinginan emosional sesaat tanpa pikir panjang yang akan

disesali dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan (angka 4 huruf e), ditegaskan bahwa: “Karena tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan
Sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya

perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu
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serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Dan dalam suatu kaidah figih dikatakan bahwa:

=_ = ,.9)—.°E _ == - 2 _ - == T
| P I.A.G.A.IAS-I ‘___;\.935 ;_Jl.l).u.l.ﬂ.o qul.’.' I.)!
w _E -
Legasl olG5L
Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka

tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan

yang keburukannya lebih ringan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Jis. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang mengisyaratkan
adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan KDRT tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di
persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk
ditolak;

Biaya Perkara
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Musaddat Humaidy, S.H.l., M.H. dan Ahmad Rifki
Fuadi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Wisno Tamsil
Abd, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.l., M.H. Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 505.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00

JUMLAH :Rp. 635.000,00
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